BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/204/K/411.013/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN

Menimbang

Mengingat

STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Nomor 2, Surat
Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik tanggal 2 Maret 2026,
Nomor B-200/02000/EF/2026, Hal Pemberitahuan Pelaksanaan
Evaluasi Penyelenggara Statistik Sektoral 2026, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai
Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di
Kabupaten Nganjuk;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerabh;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Secara Online;




10.

11.

12,

13,

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022
tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi
Reformasi Birokrasi;

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat
Statistik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Tahun
Anggaran 2026;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
INTERNAL  EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI KABUPATEN NGANJUK.



KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral Di Kabupaten Nganjuk, dengan susunan
keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, yaitu sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini
sampai dengan 31 Desember 2026.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 April 2026

Shlinan seguai dengan aslinya
EPALA BAGIAN HUKUM, BUPATI NGANJUK,

ttd.

ﬁ MARHAEN DJUMADI
SUTRISNO, S.H/, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 1968050¥ 199202 1 001




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/04/K/411.013/2026

TENTANG TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STAT ISTIK
SEKTORAL DI KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAN URAIAN TUGAS TIM PENILAI
INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI KABUPATEN NGANJUK

a. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

NO. | KEDUDUKAN NAMA JABATAN
DALAM TIM

1 2 3 +

1. | Koordinator Drs. Nur Solekan, M.Si Sekretaris Daerah

2. | Ketua Subani, S.H, M.M Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika

3. | Anggota Nono Agung Prastowo, | Sekretaris Badan

S.STP, M.KP Perencanaan Pembangunan

Daerah

4. | Anggota Agus Heri Widodo, S.Sos Sekretaris Badan

Kepegawaian dan Sumber
Daya Manusia

5. | Anggota Azfandi Mifatkhul Yagqin, | Plt. Sekretaris Dinas
S.IP, M.AP Komunikasi dan Informatika
6. | Anggota Hari Purwanto, S.T Kepala Bidang Statistik,

Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik Dinas
Komunikasi dan Informatika

7. | Anggota dr. Suyanto Cipto Kepala Bidang Pengendalian
Penduduk dan SIGA Dinas
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

8. | Anggota Risky Eka Wijaya, S.AB Perencana Ahli Muda Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
9. | Anggota Sri Anida Kusumawati Dwi | Kepala Seksi Statistik dan
A., S.Kom, M.M Pengelolaan Informasi Publik
Dinas Komunikasi dan
Informatika
10. | Anggota Nurul Rismasari, S.Stat Penelaah Teknis Kebijakan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
11. | Anggota Gustiara Dayu Amrinda, | Statistisi Ahli Pertama Dinas

S.Stat Komunikasi dan Informatika




b. URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL

1. Koordinator

a.

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit
kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi

Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan

. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik

Sektoral kepada gubernur’), bupati/walikota") dan Kepala Badan.

2. Ketua

a.
b.
e.

d.

€.

f.

mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;

mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas penilaian Tim
Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;

menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian
visitasi kepada Tim Penilai Badan;

menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola
penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor
yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota

a.
b.
c.

d.

mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti
pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;

mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk
dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai
admin;

. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan

aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai
Internal yang ditunjuk sebagai operator;

memeriksa hasil entri data pada huruf e oleh anggota Tim Penilai Internal
yang ditunjuk sebagai supervisor;

. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim

Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;

. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian

visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik
Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

yesuai dengan aslinya BUPATI NGANJUK,
RAGIAN HUKUM,

ttd.
ﬁ MARHAEN DJUMADI
SUTRISNO, S H?/. M.Si.

Pembina Tinglat I
NIP. 19680501 199202 1 001




